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Abstrak

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang
perbankan syari’ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan
syari’ah di Indonesia. Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perbankan syari’ah menunjukkan pemberlakuan hukum Islam
dalam konteks kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan
bidang ibadah tetapi juga menyentuh bidang muamalah, khususnya dalam bidang
ekonomi. Tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syari’ah dari
aspek regulasi dalam ranah positivisasi hukum Islam sambil melakukan kritik dalam
upaya perbaikan regulasi untuk penguatan perbankan syari’ah Indonesia ke
depannya. Setidaknya ada dua hal yang disoroti dalam tulisan ini: pertama, pijakan
hukum institusi perbankan syari’ah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi (undang-
undang) dikeluarkan; Kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan
bank konvensional menjual produk syari’ah dengan atau tanpa harus membuka
islamic financial institution tetapi cukup financial institution (bank konvensional)
yang sudah ada.

Kata kunci: Bank Syari’ah, Bank Konvensional, produk bank, peraturan, hukum
Abstract

The enactment of laws and other regulations on Shariah banking is a momentum of
development of Shariah banking in Indonesia. The existence of a number of laws and
regulations relating to Shariah banking shows that Islamic law is applied in Indonesia
not only related to areas of worship (‘ibadat) but also related to muamalah field,
especially in the economic field. This paper analyzes the strengthening of the
Shari'ah banking institutions in the realm of regulatory aspects of Islamic law, and
this also criticizes the regulations in order to improve the Indonesian Shariah banking
system in the future. There are at least two things that are highlighted in this paper:
firstly, the legal footing of Shariah banking institutions in Indonesia, where a number
of regulations (laws) is issued; Secondly, an offer for improvement of regulations
related to the possibilities of conventional banks sell Shariah products with or
without having to open the Islamic financial institution but sufficient with the
existing financial institution of the conventional banks.

Keywords:  Shariah  banking, conventional banking, banking products,
regulations, laws



A. Pendahuluan

Penerapan syari'ah dalam
ekonomi syari'ah setidaknya dipahami
dalam dimensi eksklusif dan inklusif.'
Secara ekslusif artinya menempatkan
syari'ah dalam posisi internal dan
integratif dari ajaran Islam sebagai
sebuah  kesatuan yang  sistematis,
menyeluruh (kaffah), dan mandiri. Secara
internal berarti semua pemeluk Islam
(muslim) mutlak menempatkan syari'ah
di atas segala-galanya yang harus pula
terimplementasi dalam segala dimensi
kehidupan, tak terkecuali di bidang
ekonomi. Dalam hal ini, sistem ekonomi
syari'ah merupakan pilihan yang tidak
mungkin ditawar-tawar lagi. Dengan
tidak menempatkan syari'ah dalam setiap
dimensi kehidupannya akan berakibat
fatal karena telah melakukan
pengingkaran terhadap pesan al-Qur'an
untuk ber-Islam secara kaffah (udkhulu fi
al-silmi kaftah).

Secara inklusif artinya
menempatkan syari'ah bukan dalam
posisi yang mandiri terlepas dari sistem-
sistem yang berkembang di sekitarnya,
melainkan harus dipandang sebagai
bagian  sistem  kehidupan  secara
keseluruhan. Dari perspektif ini, ekonomi
syari'ah merupakan salah satu sistem dari
beberapa sistem ekonomi yang ada di
dunia. Secara inklusif, sistem ekonomi
syari'ah  harus diposisikan  sebagai
alternatif di antara sistem-sistem ekonomi
konvensional yang ada dan berkembang
saat ini. Artinya, sistem ekonomi syari'ah
tidak berbeda dengan yang lainnya yang
bisa dipilih ataupun tidak dipilih. Hal ini
sangat  bergantung  pada selera,
keyakinan, sistem, dan keunggulan
kompetitif yang melekat di dalamnya
atau karena pertimbangan  khusus
lainnya.2

Dimulai dengan kegagalan Eropa
dalam menyelesaikan krisis utang dan
masalah pengangguran di  Amerika
Serikat, serta adanya krisis ekonomi dan
kebijakan pemerintah di bidang ekonomi
yang tidak berpihak pada kepentingan

rakyat banyak, ikut memikul sektor
perekonomian nasional. Menurut
Mubyarto,” meledaknya “bom waktu”
krisis moneter yang nyaris
menghancurkan  ekonomi  Indonesia,
disebabkan kekeliruan kebijakan dan
strategi pembangunan Indonesia yang
bersifat “’konservatif” dan cendrung
kebarat-baratan”, dan menutup diri dari
perkembangan pemikiran-pemikiran yang
bersifat kerakyatan.

Krisis  yang  terjadi  pada
pertengahan tahun 1997 yang

menghantam seluruh sendi-sendi
perekonomian bangsa telah
meluluhlantahkan komponen

fundamental ekonomi, menyiratkan ada
sesuatu yang perlu diperbaiki dalam
sistem ekonomi Indonesia, karena sistem
ekonomi Indonesia masih memegang
prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga
adalah “nyawa” dari sistem ini yang
berakibat pada stagnannya sektor riil.*
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia,
termasuk  krisis  perbankan  yang
menyebabkan kepercayaan nasabah turun
secara drastis, menjadikan pemerintah
mulai melirik pada sistem yang berangkat
dari sistem ekonomi syari'ah lewat
pengembangan perbankan syari’ah di
Indonesia, karena lembaga keuangan
syari’ah  berperan  penting dalam
pemulihan perekonomian Indonesia.’
Lahirnya peraturan perundang-
undangan dan  peraturan-peraturan
lainnya tentang perbankan syari’ah
merupakan sebuah momentum
pengembangan perbankan syari’ah di
Indonesia. Undang-undang ini menjadi
batu pijakan berdirinya sistem ekonomi
syari’ah di Indonesia dalam menjawab
tantangan krisis yang ada. Lahirnya
sejumlah peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perbankan
syari’ah  menunjukkan pemberlakuan
hukum Islam dalam konteks kenegaraan
tidak sebatas pada hal-hal yang
bersentuhan dengan bidang ibadah tetapi
juga menyentuh bidang muamalah,
khususnya dalam bidang ekonomi.



Berdasarkan uraian di atas, tulisan
ini  mencoba mengupas penguatan
institusi perbankan syari’ah dari aspek
regulasi dalam ranah positivisasi hukum
Islam sambil melakukan kritik dalam
upaya  perbaikan  regulasi  untuk
penguatan perbankan syari’ah Indonesia
ke depannya. Setidaknya ada dua hal
yang disoroti dalam tulisan ini: pertama
pyjakan hukum institusi perbankan
syari’ah di Indonesia, di mana sejumlah
regulasi (undang-undang) dikeluarkan;
kedua tawaran untuk perbaikan regulasi
terkait kemungkinan bank konvensional
menjual produk syari’ah dengan atau
tanpa harus membuka islamic financial
institution, seperti Unit Usaha Syari’ah,
sebagaimana amanat Undang-Undang
No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan,
tetapi cukup financial institution (bank
konvensional) yang sudah ada.

B. Regulasi Perbankan Syari’ah

Praktek ekonomi syari’ah
sesungguhnya sudah lama dilaksanakan
oleh masyarakat muslim Indonesia,
namun dalam bentuk positivasi baru
terjadi  setelah era reformasi, yaitu
lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun
1992 tentang Perbankan dan selanjutnya
Undang-undang No. 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan
terakhir Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syari’ah.’

Undang-Undang No. 10 tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, yang diundangkan pada
tanggal 10 November 1998, menandai
sejarah baru di bidang perbankan yang
mulai memberlakukan sistem ganda dual
banking system di Indonesia, yaitu sistem
perbankan konvensional dengan piranti
bunga dan sistem perbankan syari’ah
dengan piranti akad-akad yang sesuai
dengan prinsip syari’ah.’

Lahirnya Undang-undang No. 10
tahun 1998 tentang Perbankan semakin
menguatkan eksistensi prinsip syari’ah

dalam perbankan syari’ah, di mana pada
undang-undang sebelumnya yaitu
Undang-Undang No. 7 tahun 1992
tentang Perbankan penyebutan prinsip
syari’ah  belum muncul dan untuk
menunjuk makna “prinsip syari’ah”
menggunakan kata “prinsip bagi hasil”.

Lahirnya peraturan perundang-
undangan dan  peraturan-peraturan
lainnya tentang perbankan syari’ah
merupakan sebuah momentum
pengembangan perbankan syari’ah di
Indonesia. Undang-undang ini menjadi
batu pijakan berdirinya sistem ekonomi
Islam di Indonesia dalam menjawab
tantangan krisis yang ada.

Undang-Undang tentang
perbankan syari’ah lahir sebagai bentuk
apresiasi dan akomodasi pemerintah
terhadap nilai-nilai masyarakat (/iving
law). Hal ini berbeda dengan tiga
dasawarsa  sebelumnya di  mana
paradigma pembangunan hukum yang
dianut pemerintah cenderung bersifat
sentralisme hukum (legal centralism),
melalui implementasi politik unifikasi
dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat
dalam teritori negara (rule-centered
paradigm) yang berimplikasi pada
hukum  negara  yang cenderung
menggusur, mengabaikan dan
mendominasi keberadaan sistem-sistem
hukum yang lain.®

Perkembangan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syari’ah begitu pesat,
di mana ekonomi syari’ah
perkembangannya mencapai 49% sedang
ekonomi konvensional 19%
(Firmanzah/Republika, 2013). Perbankan
Syari’ah mampu berkembang di tengah
krisis yang pernah melanda Indonesia
pada tahun 2008. Menurut Islamic
Development Bank (IDB) aset finasial
syari’ah global saat itu telah mencapai
US$ 900 miliar dengan pertumbuhan
20% per tahun.’ Selain itu juga
perkembangannya dibuktikan dengan
perkembangan institusi bisnis syari’ah
yang berupa; 1) pendirian perbankan
syari’ah baik yang berupa Bank Umum



Syari’ah (BUS), Unit Usaha Syari’ah
(UUS) pada bank umum konvensional
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
(BPRS); 2) pendirian Baitul Mal wat-
Tamwil (BMT) untuk pembiayaan bagi
pengusaha kecil dan menengah; 3)
pendirian  perusahaan = pembiayaan
(leasing syari’ah), perusahaan asuransi
syari’ah; dan 4) pendirian perusahaan
sekuritas syari’ah yang bergerak di pasar
modal syari’ah."

C. Regulasi Perbankan Syari’ah:
Telaah Awal Terhadap Produk
Syari’ah di Bank Konvensional

Lahirnya Undang-Undang No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah
semakin memberikan landasan hukum
yang jelas dan kuat bagi bank syari’ah
baik dari segi kelembagaannya maupun
dari segi operasionalnya. Lahirnya
sejumlah regulasi tentang perbankan
syari’ah menjadikan akses praktek
ekonomi dengan prisip syari’ah menjadi
mudah di mana dalam kegiatan usaha
bank, bank umum dimungkinkan untuk
menjalankan kegiatan usahanya secara
konvensional dan sekaligus dapat juga
menjalankan pola pembiayaan dan
kegiatan lain  berdasarkan  prinsip
syari’ah.

Sampai tahun 2012, jumlah Bank

Umun Syari’ah (BUS) dan Unit Usaha

Syari’ah (UUS) sampai dengan Oktober

2012 berjumlah 11 buah (BUS) dan 24

buah (UUS). Sedangkan Kantor Cabang

(KC) dan Kantor Cabang Pembantu

(KCP) dan Kantor Kas (KK) berjumlah

508 kantor (KC) dan 440 kantor (KCP

dan KK)."" Layanan perbankan syari’ah

berjumlah 3.540 jaringan kantor yang
tersebar di 33 provinsi, termasuk kantor
bank konvensional yang menyediakan
layanan syari’ah (office channeling). Jasa
layanan perbankan syari’ah juga sudah
terhubung dengan jaringan ATM

Bersama dan ATM Prima (ATM BCA)

serta fasilitas mobile banking.'? Dari segi

pertumbuhan aset, maka pertumbuhan
aset perbankan syari’ah lebih tinggi

daripada pertumbuhan aset perbankan
konvensional yang hanya mencapai 16,8
persen secara year on year (yoy) (Radar
Banjar/14 Mei 2013).

Sekalipun  demikian,  pangsa
perbankan syari’ah terhadap industri
perbankan nasional relatif masih kecil,
yaitu sekitar empat sampai lima persen
(Firmanzah/Republika,2013). Padahal
dengan jumlah penduduk yang mayoritas
Islam,  seharusnya  market  share
perbankan syari’ah bisa lebih dari lima
persen. Salah satu sebab ketimpangan
aset  perbankan  syari’ah  dengan
perbankan konvensional adalah tidak
terlepas dari kurangnya akses masyarakat
terhadap outlet syari’ah (A Riawan
Amin/Republika, 2013). Hal ini
disebabkan karena office channeling,
yaitu layanan syari’ah pada kantor bank
konvensional, belum benar-benar
dioptimalkan dalam bentuk regulasi.

Munculnya lembaga perbankan

yang memberlakukan sistem ganda dual
banking system di Indonesia, menjadikan
masing-masing perbankan berjalan secara
sendiri-sendri dan mandiri. Dengan kata
lain lembaga perbankan konvensional
beroperasi dengan piranti bunga sedang
lembaga perbankan syari’ah beroperasi
dengan piranti prinsip syari’ah. Satu
lembaga perbankan baik konvensional
maupun syari’ah tidak bisa beroperasi
dengan piranti bunga dan prinsip syari’ah
secara bersama-samaan. Hal ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun
1992 Pasal 6:
(1) Bank umum atau bank perkreditan
rakyat yang kegiatan usahanya semata-
mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha
yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
(2) Bank umum atau bank perkreditan
rakyat yang kegiatan usahanya tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha
yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kalaupun seandainya perbankan
konvensional ingin beroperasi secara



prinsip syari’ah, maka Undang-Undang
No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
memperkenankan bank umum yang
melakukan kegiatan usahanya secara
konvensional juga melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syari’ah
melalui kantor khusus. Tetapi sebaliknya
bank syari’ah tidak dibenarkan sama
sekali untuk melakukan kegiatan usaha
secara konvensional sekalipun dengan
cara membuka suatu kantor cabang yang
khusus hanya melakukan kegiatan usaha
secara konvensional. Politik hukum dari
regulasi tersebut adalah dalam rangka
memberi kesempatan dan peluang kepada
bank umum untuk secara massif juga
beroperasi secara syari’ah.

Undang-Undang No.10 tahun
1998 tentang Perbankan membolehkan
bank umum untuk melaksanakan
kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah.
Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3):
“Bank umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan
prinsip syari’ah yang kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran”. Agar bank umum bisa
beroperasi secara syari’ah, maka ia harus
membuka cabang baru yang sebelumnya
didahului dengan membentuk Unit Usaha
Syari’ah (UUS). Secara yuridis regulasi
ini memberikan kepastian hukum tentang
kompetensi lembaga yang beroperasi
secara syari’ah di mana agar tidak terjadi
percampuran antara sistem bunga dan
bagi hasil dalam satu financial institution,
yaitu bank konvensional. Dengan kata
lain, bank konvensional tidak bisa
bertransaksi secara syari’ah dan produk-
produk syari’ah. Regulasi tersebut juga
memberikan semacam dorongan bagi
bank konvensional untuk juga beroperasi
secara syari’ah melalui Unit Usaha
Syari’ah. Dari sist Hukum Islam, regulasi
ini sejalan dengan hadis Nabi yang
memberi batas pemisah antara yang hak
(prinsip syari’ah) dengan yang bathil
(riba) (al-halal bayyinun wal haram
bayyinun).
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"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan
yang haram itu jelas, dan di antara yang
halal dan yang haram  terdapat
mutasyabihat, sebagian besar manusia
tidak menyadarinya. (kitab Syarah Fathul
Bari: Ibnu Hajar al-Asqalani)

Keberadaan Unit Usaha Syari’ah
dari  bank konvensional sepertinya
menjadi “anak tiri” yang bukan menjadi
bagian  dari  bank  konvensional.
Akibatnya akses masyarakat terhadap
oulet syari’ah terbatas dan keberadaannya
tidak  semasif bank konvensional.
Regulasi mengenai keharusan membuka
Unit Usaha Syari’ah terlebih dahulu oleh
bank konvensional yang ingin beroperasi
secara syari’ah sebagaimana amanat
dalam Undang-undang No. 10 tahun
1998 tentang Perbankan, perlu ditinjau
ulang dalam rangka meningkatkan aset
dan market share perbankan syari’ah.
Sekalipun regulasi tersebut memberikan
kebijakan yang berbeda antara bank
konvensional dan bank syari’ah, di satu
sisi bank konvensional dibolehkan
melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syari’ah dengan terlebih dahulu
membuka cabang khusus, sedang bank
syari’ah tidak diperkenankan melakukan
kegiatan usaha perbankan konvensional
sekalipun dengan membuka cabang
khusus. Akibatnya, regulasi tersebut
menjadikan bank konvensional (tanpa
UUS) tidak bisa bertransaksi secara
syari’ah.

Adanya office channeling sebagai
solusi agar akses masyarakat terhadap
outlet syari’ah terjangkau belum benar-
benar dioptimalkan dalam bentuk
regulasi. Ada lima alasan mengapa outlet
konvensional enggan menjual produk
Bank Umum Syari’ah. Pertama produk
bank syari’ah bukan merupakan produk
bank konvensional, melainkan produk
Unit Usaha Syari’ah (UUS) atau Bank
Umum Syari’ah (BUS); kedua bukan



bagian dari key performance indicator
(KPI) dari bank konvensional; Fketiga
penjualan produk bank syari’ah oleh bank
konvensional tidak memiliki dampak
terhadap laporan keuangan; keempat
tidak ada support dari pimpinan pada
bank konvensional; dan kelima otoritas
moneter tidak memberikan dorongan

terhadap pimpinan pada bank
konvensional (A Riawan
Amin/Republika).

Pertanyaannya adalah  apakah
yang dilarang itu transaksinya (akad) atau
juga institusinya? Mengapa pelaksanaan
transaksi yang sesuai dengan prinsip
syari’ah harus juga diwadahi dengan
institusi  syari’ah? Mengapa institusi
konvensional tidak bisa mewadahi atau
menjual produk syari’ah dan bertransaksi
secara syari’ah?

[lmu hukum menyebutkan bahwa
subjek hukum dapat berupa pribadi dan
badan  hukum. Manusia  sebagai
pribadi/orang mampu dan cakap untuk
melakukan suatu tindakan hukum oleh
undang-undang. Mengenai kecakapan
(bekwaamheid, capacity), dalam Pasal
1329 KUHPdt menyatakan: “Setiap
orang adalah cakap untuk membuat
perikatan-perikatan  kecuali  undang-
undang  menyatakan tidak cakap.”
Sedang Pasal 1330 KHUPAdt
menyebutkan siapa-siapa yang tidak
cakap, yaitu: (i) mereka yang belum
dewasa; (i1) mereka yang ditaruh di
bawah pengampuan; (iil) perempuan
yang telah kawin dan hal-hal yang
ditentukan undang-undang dan pada
umumnya semua orang Yyang oleh
undang-undang dilarang untuk membuat
perjanjian tertentu. Dalam KHUPdt
Indonesia, ada dua penafsiran mengenai
standar usia untuk dikategorikan sebagai
cakap melakukan perbuatan hukum,
yaitu: pertama, usia 21 tahun dengan
landasan penafsiran a-contrario terhadap
rumusan Pasal 1330 KUHPdt dan Pasal
330 KUHPdt; kedua: usia 18 tahun
dengan landasan penafsiran terhadap a-
contrario terhadap rumusan Pasal 47 dan

50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan."

Adapun dalam hukum Islam,
dikenal dengan ahliyyah yang merujuk
pada kapasitas legal seseorang, yaitu
kelayakan seseorang dalam menerima
hukum dan bertindak hukum. Ahliyyah
secara bahasa berarti keahlian,
kepantasan, kecakapan, atau kelayakan.
Secara istilah, ahliyyah mengandung arti
kelayakan seseorang untuk melaksanakan
hak-hak yang diwajibkan kepadanya.'*
Dengan kata lain ahliyah adalah
kemampuan atau kecakapan untuk

mendapatkan hak-hak dan
mempergunakannya serta untuk
menerima kewajiban dan
menjalankannya. Pengertian ni

mengindikasikan dua tipe kapasitas, yaitu
ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada’.
Ahliyyatul  wujub adalah kecakapan
menerima  hukum, yaitu kelayakan
seseorang untuk menerima hak dan
memikul kewajiban, sedang ahliyyatul
ada’ adalah kecakapan bertindak hukum,
yaitu  kelayakan  seseorang  untuk
perkataan dan perbuatannya sah secara
hukum syari’ah."

Badan hukum adalah badan-badan
atau perkumpulan-perkumpulan tertentu
di dalam hukum dapat memiliki hak-hak
dan kewajiban-kewajiban seperti seorang
manusia. Hal ini merupakan fictie dari
manusia pribadi/orang yang merupakan
konstruksi hukum. Badan hukum sebagai
subyek hukum didukung oleh lima teori:
1) teori fiksi dari Von Savigny yang
menyatakan bahwa sebenarnya menurut
alam hanya manusia yang dapat menjadi
subjek hukum, tetapi orang menciptakan
dalam bayangannya, jadi orang bersikap
seolah-olah ada subjek hukum yang lain;
2) teori organ dari Otto van Gierke yang
menjelaskan bahwa badan hukum bukan
suatu yang abstrak, tetapi benar-benar
ada; 3) teori kekayaan bersama dari R.
van Jiaring yang menjelaskan bahwa
badan hukum bukanlah abstarksi atau
organisme, tetapi badan hukum adalah
kumpulan manusia yang pada hakekatnya



hak dan kewajiban hukum adalah hak dan
kewajiban bersama; 4) teori kekayaan
bertujuan dari  A. Brintz  yang
menjelaskan  bahwa badan  hukum
merupakan  kekayaan yang  bukan
merupakan kekayaan perseorangan tetapi
terikat tujuan tertentu; 5) teori keyataan
yuridis dari Mujers dan Paul Scholten
yang menjelaskan bahwa badan hukum
adalah suatu realitas, konkret, riil,
walaupun tidak dapat diraba, bukan
khayal, tetapi  kenyataan  yuridis,
hendaknya dalam mempersamakan badan
hukum dengan manusia hanya terbatas
pada bidang hukum saja.'®

Penambahan kata syari’ah pada
bank  yang  melakukan  kegiatan
berdasarkan prinsip syari’ah menurut
penulis bukan didasarkan pada islamisasi
korporasi, tetapi lebih kepada islamisasi
bisnis perbankan. Dengan kata lain, yang
ditekankan adalah sejauh mana korporasi
tersebut  melaksanakan  kegiatannya
tunduk kepada norma-norma syari’ah.

Kalau badan hukum disamakan
dengan manusia,'’ maka dalam konteks
muamalah seorang muslim dibolehkan
bertransaksi dengan seorang non muslim
sepanjang transaksi itu tidak menyalahi
prinsip syari’ah. Artinya, financial
institutions bertindak seperti individu
yang bisa melakukan transaksi ekonomi
antara satu dengan lainnya. Penekanan al-
Qur’an tidak terletak pada bentuk
lembaga yang merupakan bagunan dari
sebuah fungsi, tetapi pada akhlak/etika
lembaga tersebut. Dalam konteks institusi
perbankan, maka sesungguhnya tanpa
membuka unit usaha syari’ah-pun, bank
konvensional dapat menjual produk-
produk syari’ah. Dengan demikian,
lembaga yang bertindak seperti individu
ini memilki kewajiban yang sama seperti
layaknya individu.

Apalagi konsep financial
institution tidak disebut secara eksplisit
dalam al-Qur’an. Namun jika yang
dimaksud lembaga itu sesuatu yang
memiliki unsur-unsur seperti struktur,
manajemen, fungsi, serta hak dan

kewajiban, maka semua lembaga itu
disebut secara jelas. Kata-kata seperti
kaum, umat (kelompok masyarakat),
muluk (pemerintahan), balad (negeri),
suq (pasar) dan sebagainya
mengidentifikasikan bahwa al-Qur’an
mengisyaratkan nama-nama itu memiliki
fungsi dan peran tertentu dalam
perkembangan masyarakat.

Dalam konteks perbankan
syari’ah, maka bank umum yang oleh
undang-undang diperbolehkan
melakukan kegiatan berdasar prinsip
syari’ah, tidak perlu membuka islamic
financial institution, seperti Unit Usaha
Syari’ah, kantor cabang Syari’ah, atau
melalui office channeling, tetapi cukup
financial institution yang ada. Artinya
bank konvensional dapat menjual
produk-produk syari’ah baik dengan atau
tanpa membuka Unit Usaha Syari’ah,
kantor cabang Syari’ah, atau melalui
office channeling di bank konvensional.
Pembukaan cabang syari’ah dilakukan
dalam rangka menambah jaringan kantor,
bukan sebuah syarat sebagaimana yang
diamanatkan dalam  undang-undang
perbankan. Jika outlet bank konvensional
(bukan UUS atau cabang bank syari’ah)
boleh menjual produk syari’ah, maka
ketimpangan aset dapat teratasi dan
market share perbankan syari’ah dapat
meningkat. Dalam  jumlah  kantor
layananan, maka bank konvensional
memiliki jumlah kantor yang sangat
banyak dibandingkan dengan jumlah
kantor yang dimiliki bank syari’ah. Bank
Mandiri memiliki 1.800 kantor layanan
dengan aset Rp. 635,6 triliun, BRI
memilki 7.975 kantor layanan dengan
aset Rp. 551.3 triliun, BNI dengan 1,585
kantor layanan dengan aset Rp. 333.3
triliun, sedang BTN memiliki 756 kantor
layanan dengan aset Rp. 111.7 triliun.
Kalau ditotal semuanya berjumlah 12.116
kantor layanan. Kalau dibandingkan
dengan perbankan syari’ah yang hanya
memiliki 2.188 kantor layanan, maka
tentu sangat jauh.

Oleh karenanya Undang-Undang



No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang
Perbankan perlu direvisi khususnya yang
terkait dengan pembukaan cabang baru
yang mengakomodasi prinsip syari’ah.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6
huruf (m) UU No. 10 tahun 1998 bahwa
“menyediakan  pembiayaan  dan/atau
melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
Dalam penjelasan pasal 6 huruf (m)
disebutkan bahwa pembukaan kantor
cabang bank syari’ah oleh bank umum
konvensional pada dasarnya dapat
dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1)
membuka kantor cabang baru, (2)
mengkonversi kantor cabang
konvensional menjadi kantor cabang
syari’ah, dan (3) meningkatkan status dan
merubah  kantor cabang pembantu
konvensional menjadi kantor cabang
syari’ah.

Oleh karena itu, hal tersebut
memerlukan regulasi yang responsif di
bidang perbankan syari’ah terhadap
tuntutan ~ perkembangan  perbankan
syari’ah itu sendiri. Yang dimaksud
dengan regulasi yang responsif di bidang
perbankan syari’ah  adalah  sebuah
regulasi yang tidak hanya melihat
perlunya pengaturan karena tuntutan
kekinian sebagai dampak dari kemajuan
informasi dan teknologi, tetapi juga
sebagai respons yang sifatnya inovasi dan
inisiasi dalam rangka mengembangkan
dan memperkuat institusi perbankan
syari’ah di tengah hegemoni bank
konvensional.

Selain itu pula diperlukan
terobosan fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) terkait dengan permasalahan di
atas. Selama ini fatwa Dewan Syari’ah
Nasional (DSN)-MUI terkait dengan
produk  perbankan syari’ah  sangat
responsif. Terobosan-terobasan ijtihad
mereka sangat mendukung dalam rangka
kreasi dan inovasi terhadap produk-
produk perbankan syari’ah.

Norma yang ada dalam Pasal 6

huruf (m) tersebut yang membolehkan
usaha  bank umum  menyediakan
pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan
lain berdasarkan prinsip syari’ah sudah
tepat. Norma ini memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya bagi  bank
konvensional untuk menyediakan
pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan
lain berdasarkan prinsip syari’ah. Namun
penjelasan dalam Pasal 6 huruf (m)
menurut penulis perlu ditinjau ulang,
karena bank umum yang melakukan
kegiatatan usaha secara konvensional,
untuk juga melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syari’ah tidak perlu
membuka islamic financial institution,
seperti Unit Usaha Syari’ah, kantor
cabang Syari’ah atau melalui office
channeling di bank konvensional, tetapi
cukup financial institution yang ada.
Bagaimana dari segi hukum Islam
boleh tidaknya institusi perbankan
konvensional menjual produk syari’ah?
Kalau dikaitkan dengan subjek hukum,
sebagai  individu  seorang  muslim
dibolehkan melakukan kegiatan ekonomi
dengan orang non muslim. Hal ini pernah
dipraktekkan oleh Rasulullah SAW
ketika beliau berutang dengan seorang
Yahudi. Bahkan pada masa pemerintahan
Umar bin Khattab, diberikan perhatian
terhadap perdagangan antar negara. Di
antarara bukti perhatian Umar tentang
hubungan ekonomi dengan negara lain
adalah riwayat yang mengatakan bahwa
sebagian pedagang dari ahlu harbi
(penduduk yang sedang Dberperang
dengan negara Islam) meminta izin untuk
masuk ke daerah Islam dengan tujuan
dagang dan beliau mengizinkannya,
karena kaum muslimin mendapatkan
maslahat dengan perdagangan tersebut.'®
Dalam hukum Islam, kegiatan
ekonomi yang dilarang bukan terletak
pada person atau istitusinya, tetapi sejauh
mana kegiatan itu bersesuaian dengan
prinsip syari’ah. Dalam penjelasan Pasal
2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah disebutkan
bahwa perbankan Syari’ah  dalam



melakukan kegiatan usahanya tidak boleh
mengandung unsur  riba’,”  maisir,”
garar,” hamm,22 dan _zazlim.23 Nilai-nilai
moral dalam sistem perbankan Syari’ah
yang dikedepankan adalah siddig,**
tablig>  amanah*® dan  fatanah?’
Dengan kata lain sepanjang transaksi atau
kegiatan ekonomi itu sesuai dengan
prinsip syari’ah yaitu bebas riba’, maisir,
garar, haram, dan zalim, maka siapapun
atau badan hukum apapun yang
melakukannya, maka tetap dibenarkan.
Dalam konteks ini, maka institusi bank
konvensional sebenarnya terbuka peluang
untuk  dibolehkan menjual produk
syari’ah.

Jika seandainya regulasi
membolehkan produk syari’ah dijual di
bank  konvensional, maka  akses
perbankan syari’ah menjadi semakin
mudah dijangkau dengan jumlah jaringan
kantor mencapai 14.304 kantor (kantor
bank syari’ah ditambah dengan kantor
empat  bank  konvensional = milik
pemerintah). Bahkan akan bertambah lagi
dengan masuknya bank swasta.

Argumentasi di atas didasarkan
pada karakter dasar ekonomi syari’ah
yaitu sifatnya yang universal dan inklusif.
Ekonomi syari’ah mengajarkan tegaknya
nilai-nilai keadilan, kejujuran,
transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi.
Artinya misi utama ekonomi syari’ah
adalah tegaknya nilai-nilai akhlak mulia
dalam aktivitas bisnis. Selain itu juga
argumentasi didasarkan pada aspek
hukum Muamalat,”® yang bertumpu pada
ajaran llahiah, akhlak, kemanusiaan dan
pertengahan (wasatiyah).”’ Selain itu
juga banyak sekali norma-norma hukum
baik yang berasal dari sumber primer,
yaitu al-Qur'an dan hadis, dan dari

sumber  sekunder yang  mengatur
bagaimana  aktivitas  ekonomi itu
seharusnya  dilaksanakan.  Beberapa

norma ajaran al-Qur’an dan hadis antara

lain adalah :

1. Firman Allah dalam Surah al-
Bagarah (2), 275: ... Dan Allah

menghalalkan  jual  beli  dan
mengharamkan riba.”

2. Firman Allah dalam Surah al-Nisa
(4), 29: "Wahai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu sekalian
memakan harta kamu dengan cara
yang bathil, kecuali jual beli atas
dasar saling ridha.”

3. Firman Allah dalam Surah Hud (11),
85: "Wahai kaumku, cukupkanlah
takaran dan timbangan dengan adil
dan janganlah kamu merugikan
manusia terhadap hak-haknya...,”

4. Hadis Nabi: “Sesungguhnya Nabi
Muhammad  Saw  telah  ditanya
tentang usaha apa yang lebih baik;
Nabi  berkata: Usaha seseorang
dengan tangannya dan jual beli yang
mabrur.”

Menurut Ibn Khaldun,
sebagaimana dikutip oleh Maulana
Hasanudin dan Jaih Mubarak,30 bahwa
pada prinsipnya manusia adalah makhluk
yang bersifat kreatif dan inovatif (a/-
insan madaniy bi al-tab).  Dalam
konteks ini, maka kegiatan muamalah
dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang
melarangnnya. Hal ini didasarkan pada
asas yang berlaku dalam bidang
muamalah, yaitu setiap transaksi dan
segala persyaratannya itu dibolehkan,
kecuali ada ketentuan yang melarangnya
(al-asl 11 al-mu’amalah al-ibahah). Hal ini
berbeda dengan asas dalam bidang
ibadah, yakni setiap ibadah itu dilarang
kecuali ada ketentuan yang
memerintahkannya (al-as/ fi al-‘ibadah
al-tahrim).*" Dengan mengutip pendapat
Ibnu Taimiyyah, Muhammad Usman
Syubair  mengatakan bahwa pada
umumnya larangan al-Qur’an dan hadis
yang terdapat dalam bidang muamalah
adalah jika di sana tidak terwujud
keadilan dan terjadi kezaliman, seperti
memakan harta orang lain dengan cara
yang tidak sah, yang wujudnya bisa
dalam bentuk riba atau gambling.*

Selain norma-norma al-Qur’an
dan hadis, di dalam hukum Islam ada
beberapa kaidah pokok (al-gawa’id al-



fighiyyah) yang menjadi pedoman umum

dalam praktik muamalah. Kaidah pokok

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya setiap  bentuk
muamalah adalah dibolehkan kecuali
jika terdapat larangan dalam al-
Qur'an atau hadis.

2. Hanya Allah-lah yang berhak
mengharamkan dan menghalalkan
suatu hal. Manusia hanya memiliki
hak  untuk  berijtihad, yaitu
menafsirkan apa yang dijelaskan
oleh al-Qur’an dan hadis.

3. Sesuatu yang bersifat najis dan
merusak harkat manusia adalah
haram.

4. Sesuatu yang menyebabkan kepada
yang haram adalah haram.

5. Tujuan atau niat baik tidak dapat
membuat yang haram menjadi halal.

6. Halal dan haram adalah berlaku bagi
siapapun yang muslim, berakal dan

merdeka.
7. Keharusan dalam menentukan skala
prioritas dalam pengambilan

keputusan, yaitu:
a. Menghindari kerusakan lebih
diutamakan dari pada mencari

kebaikan;

b. Kepentingan sosial dan luas
diutamakan daripada
kepentingan  individu  yang
sempit;

c. Manfaat kecil dapat dikorbankan
untuk mendapatkan manfaat
yang lebih besar;

d. Bahaya kecil dapat dikorbankan
untuk menghindari bahaya yang
lebih besar.>
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